
WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA

Menimbang :

Mengingat

FORUM PENATAAN RUANG KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa dalam rangka optimalisasi proses penerbitan
PKKPR di Kota Batam perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Wali Kota Batam Nomor 3 Tahun
2022 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Forum
Penataan Ruang Kota Batam,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Batam Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Mekanisme dan Tata Kerja Forum Penataan Ruang
Kota Batam:

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupatn Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880):

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801):

4.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833),

7.

Peraturan Perataran Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633),

8.

9, Peraturan...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617),
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan
Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Noruor 127),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 330),
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 327),
Peraturan Daersh Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2017 Nomor 1),
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7),
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 119):

17. Peraturan ...
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17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu
Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota
Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2021 Nomor 847),

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 3 Tahun 2022
tentang Mekani:me dan Tata Kerja Forum Penataan
Ruang Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2022 Nomor 871),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM
PENATAAN RUANG KOTA BATAM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota
Batam Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan
Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kota Batam (Berita
Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 871) diubah,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tugas FPR pada aspek perencanaan tata ruang
sebagaimana d.maksud dalam Pasal 3 huruf a
meliputi :

|

a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat
kebutuhan untuk melakukan peninjauan
kembali Peraturan Daerah tentang RDTR yang
diakibatkan oleh:

i

1. perubahan dan penetapan kebijakan daerah
yang bersifat strategis dalam peraturan
perundang-undangan.

2. rencana pembangunan dan pengembangan
objek vite1 daerah, dan/atau

3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota
di sekitarnya.

b. memberikan pertimbangan penyusunan rencana
tata ruang Kota Batam,

c. memberikan ...
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c. memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan ruang:

d. memberikan pertimbangan tentang perencanaan
daerah bidang spasial, dan

e. memberikan pertimbangan pelibatan peran
masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Batam melalui pelaksanaan
penjaringan opini publik, forum diskusi, dan
konsultasi publik yang meliputi atau mewakili
kondisi seluruh wilayah di Daerah.

(2) Tugas FPR pada aspek pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
meliputi:
a. memberikan pertimbangan penanganan dan

penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pemanfaatan ruang di
Daerah dala.n hal diperlukan,

b. memberikan pertimbangan pelaksanaan
sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan
menyelaraskan indikasi program utama dengan
program sektoral dan kewilayahan,

c. melakukan kajian dalam rangka penilaian
PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan
non berusaha yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau atau Pemerintah Pusat
yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
kecuali telah sesuai dengan RDTR dengan risiko
rendah dan/atau menengah rendah serta hal-
hal lain yang membutuhkan pertimbangan dari
FPR yang dinilai berpotensi menimbulkan
kerawanan sosial, gangguan keamanan,
kerusakan lingkungan hidup, dan/atau
gangguan terhadap fungsi objek vital nasional,
provinsi maupun kota.

d. melakukan pembahasan hasil kajian,
pertimbangan teknis pertanahan, dan/atau
pertimbangan lainnya yang diperlukan, dan

e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud kepada pada huruf d kepada Wali
Kota,

(3) Tugas FPR pada aspek pengendalian pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
meliputi:

a. memberikan ...
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a. memberikan pertiribangan penetapan bentuk
dan mekanisme pemberian insentif dan
disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan
ruang di Daerah,

b. memberikan pertimbangan penyelesaian
sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya
perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi
pemerintah dalam1 (satu) kabupaten/kota, dan1

Cc. memberikan pertimbangan penetapan tindakan
sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang,
dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

WALI KOTA BATAM

Diundangkan di Batam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

TAN
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